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ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan suatu sistem yang penting dalam kehidupan
demokrasi suatu negara. Penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 280 ayat (1)
yang mengatur tentang tempat yang dilarangan untuk melakukan pelaksaan kampanye
dan hendaknya setiap penyelenggara agar dapat mematuhi pedoman tersebut. Timbullah
suatu permasalahan jika suatu produk hukum mengalami ketidak jelasan dan kepastian
hukum di dalamnya serta dipicu oleh adanya contradiction in terminis. Sebagaimana
yang terdapat di dalam penelitian ini bahwaasannya Pasal 280 ayat (1) huruf h
mengandung sebuah ketidak pastian hukum dan melanggar hak konstitusional pihak
pemohon.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian
kepustakaan (library research), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data terbagi menjadi
tiga yaitu, data primer merupakan data utama yang dijadikan referensi di dalam penelitian
ini, data sekunder merupakan data pendukung dalam data primer dan data tersier
merupakan data ahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yang pertama, ini kepastian hukum yang terdapat di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 memberikan suatu kejelasan
atas kepastian hukum di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang mana diperbolehkan melakukan
pelaksanaan kampanye di tempat fasilitas pemerintah, tempat pendidikan selama
mendapat mendapat izin dari penanganggung jawab tanpa menggunakan atribribut
kampanye. Namun demikian, ada pengecualian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini
yaitu pengecualian tempat ibadah. Kedua, eksistensi Putusan Mahkamah Konsitusi
Nomor 65/PUU-XXI-2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye
Pemilihan Umum dalam perspektif siydsah gadhd’iyyah melihat Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI-2023 ini memiliki sebuah kekuatan hukum tetap dan
mengikat bagi siapapun serta wajib dipatuhi dan ditaati. dikarenakan, tugas dan tanggung
jawab seorang hakim (gadi) adalah memberikan sebuah keadilan dan persamaan di depan
hukum semua pihak, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi akan berdampak sangat
signifikan bagi masyarakat dan negaranya.

Kata kunci: Kampanye Pemilihan Umum, Kepastian Hukum, Siyasah Qadha’iyyah



ABSTRACT

General elections are an important system in the democratic life of a country. The
implementation of general elections has been regulated in Law Number 7 of 2017
concerning General Elections precisely in Article 280 paragraph (1) which regulates
places that are prohibited from conducting campaigns and each organizer should be able
to comply with these guidelines. A problem arises if a legal product experiences
uncertainty and legal certainty in it and is triggered by a contradiction in terminis. As
contained in this research, Article 280 paragraph (1) letter h contains a legal uncertainty
and violates the constitutional rights of the applicant.

The type used in this research is a library research method, the nature of this
research is descriptive analysis using a normative juridical approach and the data
collection technique is divided into three, namely, primary data is the main data used as a
reference in this study, secondary data is supporting data in primary data and tertiary data
is legal data that provides explanation and guidance on primary legal materials and
secondary legal materials.

The first research result is that the legal certainty contained in the Constitutional
Court Decision Number 65/PUU-XX1/2023 provides clarity on legal certainty in Article
280 paragraph (1) letter h of Law Number 7/2017 concerning General Elections. Which is
allowed to carry out campaigns in government facilities, educational places as long as
they get permission from the person in charge without using campaign attributes.
However, there are exceptions in this Constitutional Court Decision, namely the
exclusion of places of worship. Second, the existence of the Constitutional Court
Decision Number 65/PUU-XXI-2023 concerning the Use of State Facilities in General
Election Campaigns in the perspective of siyasah qadha'iyyah sees that the Constitutional
Court Decision Number 65/PUU-XXI-2023 has permanent legal force and is binding for
anyone and must be obeyed and obeyed. because, the duties and responsibilities of a
judge (qadi) are to provide justice and equality before the law for all parties, considering
that the Constitutional Court Decision will have a very significant impact on society and
the country.

Keywords: Election Campaign, Legal Certainty, Siyasah Qadhé&'iyyah
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PEDOMAN TRANSLITERASI

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

.uf Arab

Qna

latin

/ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

o Ba’ B Be

- Ta’ T Te

& Sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er

D Zai a Zet

o Sin S Es

B Syin Sy es dan ye
B Sad es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta’ te (dengan titik di bawah)
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L Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

T Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam N ‘el

B Mim M ‘em

8 Nun N ‘en

) Waw W AV

° Ha’ H Ha

3 Hamzah y Apostrof

@ Ya’ Y Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

LR ditulis Sunnah

e ditulis ‘Illah

III. Ta’marbitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h

ailall ditulis al-Ma’idah

daadlu ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.



il 4 jlaa Ditulis Mugaranah al-Mazahib
IV. Vokal pendek
1. e fathah ditulis a
2. R ¢ M- kasrah ditulis 1
3. S - dammah ditulis u
V. Vokal panjang
1. Fathah + alif ditulis a
ditulis Istizsan
Ol
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
. ditulis Unsa
Sl
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
ditulis al- ‘Alwani
) slal)
4. Dammah + wawu mati ditulis 0
ditulis ‘Ulam
pote
VI. Vokal rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
pA e ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
Jé ditulis Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
ail ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
A SE oY ditulis la’in syakartum




VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diitkuti huruf Qamariyyah

ol all

ditulis

Al-Qur’an

ol

-

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'| (el)nya.

Al ditulis ar-Risalah
o Luaill ditulis an-Nisa’
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
il Jaf ditulis Ahl ar-Ra’yi
aaull Jal Ditulis Ahl as-Sunnah
s Al (55 Ditulis Zawr al-Furid
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Klausul 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa
Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaksudkan untuk
mewujudkan keteraturan yuridis demi terselenggaranya pemerintahan
yang berintegritas dan efisien di Indonesia. Negara Indonesai sendiri
menganut sistem trias politica teori yang dikemukakan oleh
Mountesquieu. Menurut Mountesquieu teori trias politica adalah teori
tentang pemisahan kekuasan. Mountesquieu membagi kekuasa menjadi
tiga bagian yaitu sebagai berikut:

Kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Berdasarkan
kewenangannya legislatif bertindak sebagai lembaga pembuat peraturan,
yudikatif bertindak sebagai penegak hukum, melindungi hak-hak asasi
manusia dan sebagai pengawas dalam penegakan peraturan perundang-
undangan, terakhir eksekutif adalah lembaga yang berwenang untuk
melaksanakan ~ kebijakan, melaksanakan —aturan-aturan dan tentu
mengawasi pelaksanaan dari peraturan tersebut. '

Indonesia, yang mengadopsi doktrin trias politica dari Montesquieu,
memiliki sebuah institusi yang bergerak di ranah yudikatif, yakni
Mahkamah Konstitusi. Salah satu otoritas yang dimilikinya adalah

melaksanakan verifikasi terhadap regulasi guna menjamin keselarasan

! Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan
Islam,” Jurnal Hukum Islam Vol. XIX:1 (2019). hlm. 135.



dengan Konstitusi 1945. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi
ditetapkan memiliki otoritas yuridis yang bersifat permanen, final, dan
mengikat, serta wajib untuk ditaat dan dipatuhi oleh siapapun. Putusan
Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang diambil berdasarkan
kesepakatan para hakim.

Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah
Konstitusi wajib berlandaskan asas-asas filosofis serta mengandung esensi
kepastian hukum yang bersifat imperatif, berakar pada prinsip-prinsip
keadilan demi kemaslahatan kolektif. Keadaan ini sesuai dengan ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar
1945, yang secara umum menguraikan 4 (empat) kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Pertama, kewenangannya adalah untuk menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangananya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik.
Keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan suatu sistem yang penting dalam
kehidupan demokrasi suatu negara. Karena demokrasi merupakan suatu
sistem yang digunakan oleh rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam
memilih calon anggota pemerintahan agar dapat bekerja untuk rakyat dan
negaranya. Salah satu mekanisme manifestasi hak fundamental warga
negara adalah melalui pemilihan umum. Pelaksanaan kontestasi pemilihan

umum tersebut telah diatur di dalam Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setiap pemilihan umum yang
dilakukan harus berpedoman terhadap peraturan ini. Sebagai suatu
pedoman untuk ditaati dan dipatuhi agar dapat terselenggaranya pemilihan
umum dengan aman dan damai selaras dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjadi dasar hukum terkait
dengan penyelenggaraan pemilithan umum. Tepatnya, setiap orang yang
memiliki kepentingan untuk mengadakan kampanye harus melihat pada
Pasal 280 ayat (1) yang mengatur tentang tempat yang dilarangan untuk
melakukan pelaksaan kampanye pemilihan umum dan ada sanksi bagi
yang melanggarnya. Hendaknya, di dalam suatu produk hukum yang
dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat haruslah
mengandung aturan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir di
dalamnya.

Namun, belum lama ini pada tanggal 20 Juli 2023 Mahkamah
Konstitusi menerima permohonan gugatan yang dilakukan oleh pemohon
Hendrey Mantiri, S.H dan Ong Yenny, yakni pihak peminta terhadap
esensi klarifikasi Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017, hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan
konstitusi. Para pemohon berpendapat bahwa objek permohonan tersebut

tidak selaras terhadap hak konstitusional mereka. Pasal 280 ayat (1) huruf



h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
mengatur larangan pelaksanaan kampanye di sarana pemerintahan, tempat
ibadah dan tempat pendidikan. Selain itu, pada huruf i dalam pasal yang
sama menetapkan larangan membawa atribut atau menggunakan simbol
dan/atau tanda lain yang bukan merupakan milik peserta pemilu yang
bersangkutan. Namun, penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h memunculkan
ketidaksesuaian terminologis, sebab terdapat dispensasi yang mengizinkan
aktivitas kampanye di sarana pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan dengan prasyarat adanya undangan dari pihak penanggung
jawab  serta tanpa memanfaatkan  simbol-simbol  kampanye.
Ketidakharmonisan antara dua ketentuan tersebut menciptakan ambiguitas
norma hukum, yang berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum.

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum berkemungkinan menghasilkan kerugian pada
upaya memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini
disebabkan oleh substansi pasal tersebut yang dinilai tidak sepadan dengan
aturan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait
prinsip-prinsip pemilu, terutama asas keadilan. Mengingat bahwasannya
para pemohon berada dalam latar belakang yang berbeda dari mayoritas
agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hendrey Mantiri, S.H dari
latar belakang agama Kristen dan Ong Yenny berlatar belakang agama

Budha. Dengan adanya pelarangan ini, akan membatasi akses calon



pemimpin dalam melaksanakan kampanye pemilu, yang berkaitan dengan
akses tempat ibadah maupun tempat pendidikan.

Para pemohon tersebut telah memenuhi unsur dan syarat sebagai
seorang pemohon dan memiliki kerugian konstitusi yang mereka derita.
Kerugian konstitusi tersebut juga berpotensi akan diderita oleh orang lain
yang sama dengannya. Maka dari itu, permohonan uji materiil terhadap
Pasal 280 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum bertujuan untuk mempertegas penjelasannya agar tidak
menimbulkan ketidak pastian hukum di dalam pelaksanaannya.

Diterimanya permohonan gugatan pada tanggal 20 Juli 2023 dan
telah melewati tahapan proses memeriksa, mengadili dan memutuskan
permohonan para pemohon. Pada 15 Agustus 2023 Mahkamah Konstitusi
dipimpin oleh ketua sidang Anwar Usman memberikan putusan dengan
mengabulkan sebagian permohonan dari Hendrey Mantiri, S.H dan Ong
Yenny. Dalam ammar putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan
“Kampanye pemilu disarana pemerintahan, tempat peribadatan, dan
lembaga pendidikan hanya diperbolehkan jika peserta pemilu hadir tanpa
mengenakan atribut kampanye, dan acara tersebut diselenggarakan
berdasarkan undangan dari pihak yang bertanggung jawab dari fasilitas
tersebut”. Hal tersebut bisa dimaknai bahwa pihak-pihak yang hendak
melaksanakan kampanye kini diizinkan memanfaatkan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, asalkan kehadiran

mereka tidak disertai penggunaan atribut kampanye dan mendapat izin.



Kebijakan ini sebelumnya telah dilarang secara eksplisit dalam Pasal 280
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan adanya sebuah persoalan di atas, maka dibutuhkan suatu
penyelesaian masalah oleh sebuah lembaga negara yang dinamakan
lembaga peradilan. Dalam Islam, lembaga peradilan ini disebut dengan
siyasah gadh@’iyyah. Siyasah gadh&’iyyah dapat dipahami sebuah institusi
peradilan, dirancang untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara-perkara
yang memerlukan penyelesaian dalam ranah yudikatif. Institusi peradilan
ini dibentuk dengan tujuan untuk menangani serta menyelesaikan perkara-
perkara yang memerlukan intervensi di dalam lembaga peradilan.? Di
dalam siyasah qgadh&’iyyah mencangkup prinsip-prinsip keadilan,
kemaslahatan dan kepastian hukum. Siyasah qadh&@’iyyah juga
menekankan sebuah kepentingan dan harmoni antara prerogatif personal
dan aspirasi kolektif.> Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasannya setiap
putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga negara pastilah tidak
terlepas dari adanya respon postif dan negatif dari masyarakat atau biasa
disebut dengan pro dan kontra.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi tersebut memicu perselisihan serta
perbedaan pendapat di tengah komunitas publik. Alasannya, aktivitas
promosi politik di sarana pemerintah, tempat ibadah, serta tempat

pendidikan telah dilarang dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 280 ayat

2 Ahmad Sudirman, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga
Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu” (Thesis: Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 41.

3 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), him. 40.



(1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Diaturnya pelarangan ini bertujuan untuk melindungi tempat-
tempat privat yang harus terbebas dari unsur perpolitikan yang ada. Oleh
karena itu, ketetapan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang
menyetujui gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, telah
menghasilkan implikasi tertentu, jadi memberikan peluang atas
diperbolehkannya melaksanakan kampanya di tempat-tempat yang
menjadi privat bagi masyarakat.

Lebih jauh, penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah
kebijakan diperbolehkannya melakukan kampanye pemilihan umum yang
terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XX1/2023 sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum menurut teori
hukum yang berlaku, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch
dan Jan Otto mengenai kepastian hukum dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dengan Penggunaan
Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu?

2. Bagaimana eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XX1/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye

Pemilu perspektif siyasah qadha’iyyah?



C. Tujuan dan Kegunaan

Berikut adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada formulasi

permasalahan yang telah diuraikan, adalah sebagai berikut:

a.

Untuk menganalisa kepastian hukum yang terdapat
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XX1/2023 tentang Penggunaan Fasilitas Negara dalam
Kampanye Pemilu.

Untuk menganalisa eksistensi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 tentang
Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu

dalam perspektif siyasah gadha’iyyah.

2. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi

sumbangsih yang bernilai bagi bidang keilmuan hukum dan bisa

bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa fakultas syari’ah dan

tentunya bagi peneliti sendiri. secara umum, kegunaan penelitian

dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

a. Teoritis, hasil penelitian dapat menjadi penambah

pengetahuan bagi para akademisi, dunia pendidik dan

mahasiswa.



b. Praktis, untuk digunakan menjadi bahan referensi serta
dapat menambah khazanah dalam bidang ilmu
pengetahuan hukum dan dalam bidang Islam khususnya.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini bertujuan untuk menemukan novelty dalam
penelitian. Telaah pustaka bersumber dari tesis, skripsi maupun jurnal
yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut adalah penelitian terdahulu
sebagai penunjuk kebaruan:

Devi Mohsonati, "Kampanye Polittk di Pondok Pesantren
Berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 Perspektif
Siyasah Dusturiyah". Masalah yang dirumuskan dalam studi ini adalah
bagaimana kampanye politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad dilihat
menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023, serta
bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kampanye politik yang
berlangsung di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Penelitian ini
memakai pendekatan hukum empiris dengan jenis pendekatan hukum
sosiologis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kampanye
politik di Pondok Pesantren mencakup beberapa hal: (1) Dalam
pelaksanaannya, kampanye yang diadakan di Pondok Pesantren
merupakan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-
XX1/2023, di mana dalam kampanye tersebut tidak digunakan simbol-
simbol yang bertentangan dengan ketentuan dalam PKPU No. 23 Tahun

2017. (2) Siyasah dusturiyah, sebagai bagian dari figh siyasah yang
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mengkaji masalah peraturan perundang-undangan negara, juga mencakup
konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan musyawarah.
Kampanye pemilu dalam figh siyasah dipandang sebagai bentuk tawaran
diri dalam Islam. Perkara ini dibolehkan dalam Islam sebagaimana
tercantum dalam surah Yusuf (12): 5.

Didi Nazmi, berjudul "Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 65/PUU-XX1/2023 tentang Kampanye dalam Konteks Pendidikan
dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Rumusan masalah dalam penelitian
ini mencakup analisis hukum terhadap Keputusan MK Nomor 65 Tahun
2023 terkait dengan ketidakjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU PU
melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan
meotde normatif dengan pendekatan statue approach, case approach and
conceptual approach. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pertama,
regulasi mengenai kampanye di Indonesia mencakup pengaturan tentang
metode, materi, visi dan misi yang kemudian dikemukakan oleh calon
kepada masyarakat sebagai pertimbangannya dalam memilih yang
berlandaskan pada prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Kedua, larangan kampanye di ranah pendidikan merupakan sesuatu yang

4 Devi Muhsonati, “Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Menurut Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 Perspekrif Siyasah Dusturiyah,” Skripsi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 3:5 (Februari 2023): hlm. 1-103.
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seharusnya tidak dilakukan atau dapat dibatasi dalam kategori hak atas
kebebasan berekspresi.>

Tegar Wira Pambudi, Ismail Navianto, Eny Harjati, "Dampak
Hukum terhadap Saksi dan Pernyataan Saksi dalam Kasus Pidana Pasca
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010". Rumusan
persoalan dalam studi ini adalah bagaimana dampak hukum terhadap saksi
dan pernyataan saksi dalam konteks perkara pidana setelah adanya
keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Penelitian
diatas menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa dampak hukum dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait saksi dan pernyataan saksi
dalam perkara pidana adalah adanya perubahan dalam definisi saksi dan
pernyataan saksi. Sebelumnya, saksi harus menyaksikan, mendengar, atau
mengalami langsung suatu peristiwa. Namun, setelah putusan tersebut,
definisi saksi diperluas untuk mencakup informasi yang diperoleh dari
saksi mengenai tindak pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri,
dengan menyertakan alasan mengapa mereka mengetahui hal tersebut.
Selain itu, pernyataan saksi kini dapat mencakup keterangan dalam proses
penyelidikan, penuntutan, dan persidangan yang dapat diberikan oleh
individu yang tidak harus menjadi saksi langsung dari kejadian tersebut.

Pernyataan dari individu yang tidak menyaksikan atau tidak mengalami

> Didi Nazmi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023
Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” UNES Law
Review, Vol. 6:1 (2023), hlm. 53-62.
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suatu tindak pidana, tetapi relevan dengan perkara yang sedang diproses,
dapat diterima sebagai bukti yang sah dan bernilai.®

Achmadudin Rajab, "Kajian Keputusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 65/PUU-XXI1/2023 terkait Kampanye di Lembaga Pendidikan".
Rumusan persoalan pertama adalah membahas mengenai Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikaji dari sisi
putusan MK yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan larangan-larangan terkait berkampanye.
Selanjutnya, membahas mengenai analisis terhadap putusan MK yang
berkaitan tersebut akan tetapi fokus pada pembahasan larangan
berkampanye di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode
hukum normatif. Pembahasan dari penelitian ini mengungkapkan pokok
permasalahan terletak pada putusan MK yang berkaitan dengan hal
tersebut. Pada pokoknya hal tersebut terkait dengan isi dari larangan
berkampanye. Hal-hal mendasar diatas dapat dijadikan acuan untuk
membuat dokumen-dokumen penting.’

Azzahra Ayu Sabilla, Hananto Widodo, "Kajian Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 Terkait Kampanye

Pemilu di Fasilitas Publik dan Institusi Pendidikan". Rumusan

¢ Eny Harjati Tegar Wira Pambudi, Ismail Naavianto, “Implikasi Yuridis Mengenai Saksi
Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
65/PUU-VIII/2010,” Brawijaya Law Student, Vol. 16:22 (2011), hlm. 1-18.

7 Achamadudin Rajab, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XX1/2023 Terkait Kampanye Di Fasilitas Pendidikan,” Jurnal Prodigy, Vol. 11:2 (2023), hlm. 90-
111.
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persoalannya membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan dari hakim
MK yang mengabulkan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap konsitutusi dasar, dan
kedua penelitian ini akan membahas mengenai apakah pertimbangan-
pertimbangan tersebut dapat berfungsi sebagai acuan sebagai netralitas
para pegawai negeri. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK
menggunakan penafsiran historis atau orisinal dalam menilai apakah
terdapat konflik antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU PU
dengan norma dasar yang terdapat dalam undang-undang tersebut.
Ditemukan adanya kesalahan teknis dalam penyusunan penjelasan norma
tersebut, dan Mahkamah memberikan putusan ultra petita yang
mengizinkan kampanye di fasilitas publik dan lembaga pendidikan dengan
syarat mendapatkan izin dari pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas
tersebut dan hadir tanpa membawa simbol kampanye. Keputusan ini dapat
membahayakan netralitas ASN, mengingat kedua tempat tersebut sering
digunakan oleh ASN untuk beraktivitas. Jika Pegawai ASN melanggar
netralitasnya, mereka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan PP No.

94 Tahun 2021.%

$ Hananto Widodo Azzahra Ayu Sabilla, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
65/PUU-XX1/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah Dan Tempat Pendidikan,”
Journal UNESA, Vol. 4:1 (2024), hlm. 1-10.
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Pujangga Candrawijayaning Fajri, “Pelarangan Penggunaan Masjid
Sebagai Tempat Kampanye Perspektif al-Maslahah al-Mursalah”. Pada
penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan yaitu tentang
putusan MK yang menyebutkan tidak diperbolehkannya kampanye di
rumah beribadatan dari persepsi maslahan mursalah. Penelitian ini
menggunakan metode normatif dengan bahan hukum primer dokumen
yang sesuai dengan penelitian tersebut. Penelitian tersebut menghasilkan
bahwa kampanye memang merupakan bagian paling penting dari suatu
pencalonan akan tetapi terdapat beberapa pengecualian untuk tidak
diperbolehkannya seseorang atau kelompok untuk melakukan kampanye di
lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan adanya diskriminasi. Menurut
agama dan kepercayaan masing-masing rumah beribadatan termasuk
masjid merupakan lokasi yang sakral. Maka dari itu tidak
diperbolehkannya kampanye dirumah peribadatan juga beralasan agar
tidak ada kampanye hitam. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia
mayoritas beragama islam.’

Zavina Shara Pova, Lira Melitasari, Lili Suriyanti, "Kajian
Keputusan MK Nomor 65/PUU-XXI1/2023 tentang Diizinkannya
Kampanye di Fasilitas Pendidikan". Rumusan persoalan dalam penelitian
ini berfokus pada analisis pendapat yang pro dan kontra yang muncul

terkait keputusan MK tersebut di kalangan masyarakat. Penelitian ini

° Pujangga Candrawijayaning Fajri, “Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat
Kampanye Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah,” Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara, Vol.
03:01 (2024), hlm. 61-76.
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menggunakan pendekatan hukum normatif. Temuan dari penelitian ini

mengungkapkan bahwa Keputusan MK No. 65 memberikan efek yang

baik di institusi pendidikan, karena hal tersebut akan memberikan

pengetahuan dan membina mahasiswa menjadi seorang pemimpin dan
berfikir rasional.*
E. Kerangka Teoritik

Kerangka teorittk merupakan pijakan awal dalam melihat

permasalahan yang terjadi dan untuk memberikan gambaran atau ringkasan

kecil dalam menjabarkan persoalan yang ada pada rumusan masalah dengan

menggunakan sebuah teori yang relevan yang digunakan sesuai dengan

permasalahan yang ada
1. Kepastian hukum

Kepastian hukum yang didefinisikan oleh salah satu

pakar hukum Indonesia yaitu Sudikno Mertokusumo

menurutnya kepastian hukum kepastian adalah pelaksanaan

hukum sesuai dengan regulasinya sehingga masyarakat bisa

memastikan bahwa hukum benar-benar di jalankan.!!

Selain kepastian hukum yang didefinisikan oleh Sudikno

Mertokusumo ada juga kepastian hukum yang didefinisikan

oleh Menurut Jan M. Otto, kepastian peraturan merujuk

10°7Zavina Shara Pova, Lira Melitasia, and Lili Suriyanti, “Analisis Putusan MK Nomor
65/PUU-XX1/2023 Tentang Diperbolehkannya Kampanye Di Fasilitas Pendidikan,” Journal
Communnity Development, Vol. 4:6 (2023), hlm. 13664—-13668.

" Alik Ibe, Asas Kepastian Hukum (Rule Of Law Principle) Dalam Hukum Melindungi
(Jakarta: Kencana Media, 2009), him. 1.
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pada norma-norma hukum yang terdefinisi dengan jelas dan
transparan, koheren, serta dapat diakses dengan mudah.
Norma-norma yang dihasilkan harus memiliki tiga
karakteristik utama, yakni kejelasan, konsistensi, dan
kemudahan akses. Menurut Gustav Radbruch juga
menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu
unsur konstruktif yang dapat mengatur kebutuhan seluruh
pribadi dalam komunitas dan harus senantiasa dihormati,
meskipun peraturan positif tersebut kadang-kadang
dianggap tidak adil. Secara lebih mendalam, kepastian
hukum merujuk pada situasi yang tetap, norma, atau
ketetapan yang telah ditentukan.

Peraturan dan kepastian hukum merupakan sesuatu
yang saling berkaitan. Peraturan dibuat dengan tujuan
memberikan suatu keputusan yang tegas mengenai
kepastian hukum, sementara kepastian hukum digunakan
agar setiap individu dapat mematuhi ketentuan-ketentuan
yang tertuang dalam produk hukum yang berlaku.
Kepastian, dalam pengertian dasarnya mengandung arti
ketetapan atau ketentuan, sedangkan ketika dihubungkan
dengan hukum, istilah kepastian hukum merujuk pada

sekumpulan  peraturan  perundang-undangan  yang
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melindungi hak dan tanggungjawabnya sebagai warga
negara.'?

Kepastian hukum dalam peraturan perundang-
undangan memerlukan struktur dari norma hukum itu
sendiri yaitu, kejelasan konsep yang digunakan, kejelasan
kewenangan dari lembaga yang berwenang membentuk
peraturan perundang-undangan, adanya konsistensi norma
hukum perundang-undangan dan kesesuaian dengan
konstitusi."?

Makna dari kepastian hukum menurut Gustav

Radbruch adalah sebagai berikut: !4

a. Peraturan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat
substantif, di mana norma substantif tersebut merujuk
pada ketentuan perundangan yang telah ditetapkan;'

b. Hukum yang didasarkan pada fakta, yang berarti

bahwa pembentukan sebuah ketetapan hukum

12 Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat
Dan Antinomi Nilai (Jakarta: Buku Kompas, 2007), him. 91-92.

13 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Sinar
Grafika, 2017), hlm. 129.

14 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

15 Ibid.
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berlandaskan pada realitas atau situasi yang ada dalam

masyarakat; '

c. Fakta yang terkandung dalam hukum hendaknya

memiliki sifat yang terang, supaya tidak timbul

kesalahan dalam penafsiran atau pemahaman yang

terkandung di dalamnya; '’

d. Hukum positif tidak dapat diubah begitu saja.'8

Arti dari kepastian hukum dalam peraturan pada
dasarnya adalah dapat memberikan perlindungan peraturan
dan menjamin hak-hak serta kewajiban atas warga
negaranya dari kekuasaan dan otoritas, dengan demikian,
tanggung jawab peraturan terletak pada negara untuk
memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warganya.
Arti ini terhubung secara erat dengan hubungan antara
instrumen peraturan dan fungsi dari pemerintah dalam
sistem peraturan tersebut. Dalam konteks ini, kepastian
hukum memiliki posisi sebagai suatu arti yang wajib ada
dalam setiap peraturan yang disusun dan diberlakukan.

Oleh karena itu, kepastian hukum harus mampu

16 Ibid, 21.
17 Ibid, 21.

18 Ibid, 21.
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memberikan rasa keadilan serta mewujudkan keteraturan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Siyasah gadh&’iyyah

Landasan utama dalam tata kelola pemerintah disebuah
negara yang menjadi sunnah dalam Islam merupakan negara
hukum. Muhammad  Tahrir  Azhary = menyebutkan
bahwasaannya yang dimaksud dengan negara hukum ini adalah
sebagai nomokrasi Islam. Prinsip keadilan wajib dimiliki oleh
seluruh negara karena hal tersebut merupakan wujud dari
kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Negara dapat
mewujudkan  cita-citanya ~ agar  mencapai  keadilan
membutuhkan peran dari lembaga peradilan.'” Dalam hal ini
pencapaian dari sebuah keadilan bisa didapatkan di dalam
sebuah lembaga pengadilan melalui peradilan. Dalam Islam
konsep ini disebut dengan siyasah gadha’iyyah.

Peran lembaga peradilan (qadh&@’iyyah) adalah untuk dapat
menyelesaikan segala persoalan yang terjadi guna menjaga
keseimbangan dan ketentraman dalam masyarakat secara
keseluruhan. Adapun manfaat dari lembaga peradilan
(qadhd’iyyah) untuk menciptakan dan memelihara suatu

kepastian hukum. Selain dari pada itu fungsi dari lembaga

19 Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia, “Analisis Siyasah
Qadha’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” Jurnal APHTN-
HAN Vol. 2:1 (2023): 40-41.
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peradilan (qadh&’iyyah) adalah untuk mewujudkan keteraturan,
keselamatan, dan kedamaian komunitas melalui penerapan
hukum yang seimbang.?’

Unsur-unsur yang terdapat pada siyasah gadha’iyyah
menurut ahli figh sebagai berikut:?!

a. Hakim (qadi) adalah seorang hakim yang diangkat oleh
kepala negara untuk menyelesaikan segala persoalan yang
terjadi di antara masyarakat;*?

b. Hukum (gadhd) adalah sebuah putusan yang diberikan
oleh hakim (qgadi) terhadap permasalahan yang

diajukan;?®

Dalam perspektif hukum Islam, Mahkamah Konstitusi
(MK) dapat dianalogikan sebagai lembaga yang memiliki
peran dalam menjaga keadilan dan memastikan hukum yang
berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Islam
menekankan pentingnya hukum yang adil dan tidak
menzalimi pihak mana pun. Siyasah gadh&@’iyyah adalah
Sebuah badan peradilan yang didirikan untuk menyelesaikan

serta menangani perkara-perkara yang memerlukan perhatian

20 Kosim Rusdi, Figih Peradilan (Yogyakarta: Diandra Press, 2012), hlm. 15.

2L H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

22 1bid, 23.

2 Ibid.
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khusus di dalam lembaga peradilan. Lembaga peradilan
dibuat untuk memutus segala macam bentuk konflik dan
permasalahan yang ada disebuah negara dalam kehidupan
berdemokrasi. Sebagai lembaga negara yang menangani hal-
hal semacam ini dituntut untuk dapat memberikan sebuah
putusan yang adil dan untuk kemaslahatan semua masyarakat,
guna menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam

kehidupan bermasyarakat.

Prinsip Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif
melalui kewenangannya selaras dengan prinsip dari Siyasah
gadh&@’iyyah yaitu peradilan dalam Islam yang mana prinsip
dari siyasah gadh&@’iyyah ini menekankan adanya kepastian
hukum sebagai tujuan dari diberlakukannya suatu penegakan
hukum. Mahkamah Konstitusi memegang kuasa dalam ranah
yudikatif bersamaan dengan Mahkamah Agung. Peran dan
tanggung jawab badan peradilan Mahkamah Konstitusi diatur
dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-
Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan peran dan
kewajibannya, Mahkamah Konstitusi diwajibkan sebagai
penerap hukum yang sesuai dengan amanat konsitusi yang

bersifat demokratis demi kepentingan seluruh masyarakat.*

2 Ibid, 4.
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Putusan =~ Mahkamah  Konstitusi  terkait  dengan
eksistensinya di sini memberikan gambaran secara jelas dan
terang bahwasannya dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 menjadi kejelasan yang
mutlak dan menimbulkan suatu kepastian hukum di dalam.

Selain itu, siyasah gadha’iyyah dimaknai sebagai badan
kehakiman yang dibentuk untuk menuntaskan dan menangani
perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian dalam wilayah
peradilan. Lembaga peradilan yang dibuat untuk memutus
segala macam bentuk konflik dan permasalahan yang ada
disebuah negara dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagai
lembaga negara yang menangani hal-hal semacam ini dituntut
untuk dapat memberikan sebuat putusan yang adil dan untuk
kemaslahatan ~ semua  masyarakat guna  menciptakan
ketentraman dalam bermasyarakat.”> Qadh&’iyyah biasanya
disandingkan dengan kata al-sulthah atau sulthatun yang
berarti pemerintah yang berasal dari bahasa Arab. Adapun
definisi dari al-sulthah gadh@’iyyah adalah kekuasaan
kehakiman atau biasa disebut dengan lembaga yudikatif.

Lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga penegak hukum,

25 Sudirman, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga
Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu,” hlm. 41.
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agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah
hukum Indonesia ini dapat diadili secara adil.?®
Siyasah gadh&’iyyah mencangkup prinsip-prinsip keadilan,
kemaslahatan dan kepastian hukum. Siyasah gadh&’iyyah juga
menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak-hak pribadi
dengan kepentingan kolektif masyarakat.?’
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang diterapkan dalam telaah ini adalah studi
kepustakaan (library research), vyang dilaksanakan dengan
mengumpulkan referensi yang bersumber dari berbagai sumber
literatur seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal,
artikel, buku, serta materi lain yang memiliki relevansi terhadap
penelitian ini.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan
untuk menggambarkan atau merinci Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 65/PUU-XX1/2023, dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan teori hukum. Ciri-ciri analitis dimiliki karena

penyelidikan ini menelaah secara mendalam Keputusan Mahkamah

26 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), him. 40.

27 Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin, “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan
Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan
Calon Wakil Presiden,” Jurnal UNES Law Review Vol. 7:1 (2024): hlm. 300.
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Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI1/2023, sedangkan sifat deskriptif
muncul karena penyelidikan ini menyajikan uraian mengenai
pandangan hukum Islam terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 65/PUU-XX1/2023.

. Pendekatan Penelitian

Pada metode penelitian hukum normatif yuridis. Karena
berkaitan dengan penelitian yang berfokus kepada studi terhadap
norma dan peraturan-peraturan. Seperti, perundang-undangan, Putusan
Mahkamah Konstitusi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi dalam penyelidikan ini
melibatkan pemanfaatan data utama primer dan data tambahan. Data
primer merujuk pada informasi pokok yang digunakan dalam telaah
ini, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023
mengenai Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilu,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Pasal 280 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Dasar 1945, serta
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi, pelaksanaan kampanye,
materi kampanye pemilihan umum, metode kampanye, pemberitaan
dan penyiaran kampanye. Sementara itu, data sekunder merupakan
informasi penunjang yang melengkapi data utama, seperti, karya

ilmiah, jurnal, artikel, buku, serta bahan-bahan relevan lainnya yang
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turut memperkaya penelitian ini. Selain data primer dan sekunder,
terdapat pula data tersier, yaitu sumber hukum yang menyediakan
keterangan dan petunjuk terkait sumber hukum utama dan tambahan.
Sumber hukum tersier ini diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta berita yang memiliki
kredibilitas, yang digunakan untuk mendukung analisis ini.?8
4. Analisis Data
Metode penyelidikan informasi yang diterapkan dalam telaah ini
adalah pengkajian deduktif. Dalam proses tersebut, data primer, yakni
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI1/2023, dianalisis
melalui penerapan teori hukum Islam yang dipaparkan menggunakan
penalaran deduktif.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penyelidikan ini adalah sebagai
berikut:

BAB I merupakan bagian awal dalam penelitian. Pada bab ini
berisi latar belakang masalah yang mana didalamnya terdapat isu hukum,
rumusan terkait isu tersebut, tujuan, manfaat, telaah literatur, teori, metode
hingga sistematika dalam penulisan ini.

BAB II mengulas dasar teori atau elaborasi lebih mendalam dari
sub-sub kerangka teori, yang mencakup teori kepastian hukum serta sudut

pandang teori siyasah gadh@’iyyah, untuk menganalisis Keputusan

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung : Alfabeta
CV, 2017), him. 137.
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Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 dan untuk menganalisa
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III mengelaborasi mengenai Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, mencakup proses penerbitannya,
pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam
menerima sebagian permohonan pemohon, serta dinamika pro dan kontra
yang muncul terkait putusan tersebut.

BAB 1V menyajikan analisis terhadap kepastian hukum yang
terkandung dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XX1/2023 mengenai kepastian hukum dalam kampanye pemilihan umum,
serta bagaimana pandangan teori siyasah gadh&’iyyah mengartikan
keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

BAB V Bab penutup ini berisi ringkasan dan rekomendasi.
Ringkasan memberikan jawaban singkat mengenai kesimpulan dari
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sementara saran
menyajikan kontribusi berupa rekomendasi yang terkait dengan penelitian

ini.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uaraian-uraian pada latar belakang dan penjelasan
pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebuah kesimpulan
sebagai berikut:

1. Kepastian hukum merupakan elemen yang sangat mendasar
dalam setiap produk legislasi. Sebagaimana yang telah
diungkapkan oleh ahli hukum Gustav Radbruch, sebuah
produk peraturan perundang-undangan haruslah bersifat
eksplisit dan terang agar tidak menimbulkan kerancuan
interpretasi atau pemahaman. Dalam kajian ini, keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023
memberikan sebuah pencerahan terkait kepastian hukum yang
terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam
ammar putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa
Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU PU yang
menyatakan dalam penjelasannya bahwa peserta calon dapat
melakukan kampanye dilokasi-lokasi yang dilarang seperti
sarana milik negara, rumah beribadahan dan fasilitas
pendidikan sepanjang ia diundang oleh pihak yang

berkepentingan  dan  bertanggungjawab  dan  tidak

110
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menggunakan atribut kampanye tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat dan bertentangan dengan konstitusi.

2. Perspektif siyasah gadh&@’iyyah melihat Putusan Mahkamah

B. Saran

Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI-2023 ini memiliki sebuah
kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi siapapun serta wajib
dipatuhi dan ditaati. Walaupun, setiap putusan atau kebijakan
pasti memberikan sebuah respon dari masyarakat, baik respon
positif atau negativ atau biasa disebut juga dengan pro dan
kontra. Karena tugas dan tanggung jawab seorang hakim
(gadi) adalah memberikan sebuah keadilan dan persamaan di
depan hukum bagi siapapun. Karena, setiap putusan yang
dikelurkannya akan memberikan sebuah dampak yang sangat

signifikan bagi masyarakat dan negaranya.

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan oleh penulis,

rekomendasi yang disusun berdasarkan pemikiran penulis disarankan

untuk ditujukan kepada:

1.

Dengan pendekatan akademis yang sistematis, penelitian ini
dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih
komprehensif bagi pembuat Undang-Undang dan penyelenggara
pemilu dalam menyusun regulasi yang lebih jelas, adil, dan
dapat diterapkan tanpa menimbulkan polemik. Hasil penelitian

ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan
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dalam memahami dan menafsirkan aturan dengan lebih baik,
sehingga ketidakpastian hukum dalam pelarangan lokasi

kampanye pemilu dapat diminimalkan.

. Bagi peneliti selanjutnya kajian terkait penerapan sanksi yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum terhadap pelanggaran kampanye pemilu
setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XX1/2023 dengan adanya pengecualian larangan pelaksanaan

kampanye pada tempat ibadah.
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